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A. PENDAHULUAN 

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021, pukul 10.37 WIB, Mahkamah 

Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dan Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 31/PUU-

XIX/2021. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 31/PUU-XIX/2021, 

perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. 

 
B. PEMOHON 

Bahwa permohonan pengujian KUHP dan UU HAM dalam Perkara 31/PUU-

XIX/2021 diajukan oleh Lee Yang Hun yang dalam hal ini memberikan kuasa 

kepada Sunggul Hamonangan Sirait, dkk, para Advokat pada kantor SHS Law 

Office, dan untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon. 

 

C. PASAL/AYAT KUHP DAN UU HAM YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian Pasal 76 ayat (1) 

dan ayat (2) KUHP serta Pasal 18 ayat (5) UU HAM yang selengkapnya 

berketentuan sebagai berikut: 
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Pasal 76 ayat (1) KUHP 

Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh 
dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya 
telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. 
Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan 
adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut. 
 
Pasal 76 ayat (2) KUHP 

Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang 
itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal: 
1. putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum; 
2. putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi 

ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa. 
 

Pasal 18 ayat (5) UU HAM 

Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama 
atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap. 

 

D. BATU UJI 

Bahwa Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) KUHP serta Pasal 18 ayat (5) UU HAM 

dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 

karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan 

konstitusional Pemohon. 

 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 

Bahwa terhadap pengujian Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) KUHP serta Pasal 18 

ayat (5) UU HAM dalam permohonan a quo,  Mahkamah Konstitusi memberikan 

pertimbangan hukum sebagai berikut: 

 

[3.10] Menimbang bahwa berkaitan dengan ketentuan norma Pasal 76 KUHP dan 

Pasal 18 ayat (5) UU 39/1999 mengandung asas ne bis in idem, yang merupakan 

asas universal dan berlaku pada setiap sistem hukum termasuk di Indonesia. 

Dalam hukum Perdata asas ne bis in idem dapat dikenal dengan sebutan res 

judicata atau exceptie van gewijsde zaak yang pada intinya adalah pada perkara 

dengan objek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, yang 

diputus oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tidak dapat 

diajukan dan diadili kembali untuk kedua kalinya. Dasar filosofi asas ne bis in 

idem adalah salah satunya untuk menghindari rasa ketidakpercayaan 

masyarakat terhadap pengadilan dan juga untuk menjaga kepastian hukum. 

Dengan demikian, berdasarkan filosofi asas ne bis in idem, dalam lingkup hukum 

pidana asas tersebut untuk memberi kepastian hukum kepada terdakwa yang 

diputus dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht 
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van gewijsde) tidak dapat didakwakan dengan substansi perbuatan pidana yang 

sama baik locus maupun tempus-nya. 

 

[3.11] Menimbang bahwa substansi ketentuan norma Pasal 76 KUHP maupun 

Pasal 18 ayat (5) UU 39/1999 mengatur terkait dengan perkara pidana yang 

diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat 

diadili kembali untuk kedua kalinya. Hal itu berarti bahwa terhadap perkara 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut sudah tidak dapat 

dilakukan lagi upaya hukum (banding dan kasasi atau peninjauan kembali) yang 

mengubah putusan pengadilan dimaksud dan membawa kosekuensi hukum 

terhadap terdakwa tidak dapat dituntut untuk perkara yang sama dan telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya, ketika putusan pengadilan tersebut 

belum mempunyai kekuatan hukum tetap maka terhadap terdakwa tersebut 

terbuka kemungkinan atau berpotensi untuk dilaporkan, dijadikan tersangka 

dan didakwa kembali oleh aparat penegak hukum dalam perkara yang berbeda 

ataupun perkara yang sama, meskipun untuk kepastian ada atau tidaknya 

pelanggaran asas ne bis in idem baru akan diketahui setelah adanya putusan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Bahwa apabila dikaitkan dengan kasus Pemohon a quo, sesuai bukti dan 

fakta yang terungkap di persidangan, maka tanpa bermaksud menilai dan 

mengaitkan dengan kasus konkret yang dialami oleh Pemohon, telah ternyata 

Mahkamah tidak menemukan bukti, bahwa terhadap Pemohon perkaranya telah 

ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebab, 

berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan Mahkamah tidak 

menemukan satu pun alat bukti yang membuktikan bahwa perkara yang dialami 

oleh Pemohon sudah memiliki putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

yang tetap (inkracht van gewijsde). Karena dari bukti-bukti yang diajukan 

dipersidangan, khususnya pengakuan Pemohon sendiri dalam permohonannya 

telah ternyata perkara yang dialami Pemohon telah diputus oleh Pengadilan 

Negeri Kota Bekasi Nomor 583/Pid.B/2020/PN.Bks. tanggal 12 April 2021 yang 

saat ini masih diajukan upaya hukum kasasi. Sementara itu terhadap perkara 

kedua yang didalilkan oleh Pemohon sebagai perkara yang sama dengan Perkara 

Nomor Register 583/Pid.B/2020/ PN.Bks, juga ternyata saat ini sedang memasuki 

tahap persidangan di Pengadilan Negeri Bekasi (vide risalah sidang Perkara 

Nomor 31/PUU-XIX/2021, tanggal 22 Juli 2021). Oleh karena itu, sesungguhnya 

terhadap dua perkara tersebut belum ada putusan yang berkekuatan hukum 

tetap. Berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum demikian sulit bagi 

Mahkamah untuk menilai konstitusionalitas norma pasal yang dilakukan 

pengujian oleh Pemohon benar ada relevansinya dengan dalil Pemohon, norma a 

quo telah mengandung adanya ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, perkara 

Pemohon tidak dapat diterapkan atau diberlakukan terhadap Pasal 76 KUHP dan 

Pasal 18 ayat (5) UU 39/1999. Namun demikian, persoalan yang harus ditegaskan 



 

4 

 

oleh Mahkamah selanjutnya adalah apakah frasa “dengan putusan yang menjadi 

tetap“ yang termuat di dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP dan frasa “bila putusan 

menjadi tetap” yang termuat dalam Pasal 76 ayat (2) KUHP, serta frasa “putusan 

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap“ yang termuat dalam Pasal 18 ayat (5) 

UU 39/1999 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagaimana 

yang didalilkan oleh Pemohon. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memberi 

jaminan hak kepada setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Oleh 

karena itu, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama dihadapan hukum juga terdapat dalam norma Pasal 76 

KUHP dan Pasal 18 ayat (5) UU 39/1999. Sebab, dengan adanya frasa “dengan 

putusan yang menjadi tetap“ yang termuat di dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP dan 

frasa “bila putusan menjadi tetap” yang termuat dalam Pasal 76 ayat (2) KUHP, 

serta frasa “putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap“ yang termuat di 

dalam Pasal 18 ayat (5) UU 39/1999 justru memberikan perlindungan dan 

kepastian hukum kepada seseorang yang menjadi terdakwa untuk tidak dituntut 

kedua kalinya terhadap dugaan peristiwa pidana yang tempus delicti, locus delicti 

dan substansi perbuatan pidana yang didakwakan sama, karena telah adanya 

putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak terdapat upaya 

hukum lagi untuk diubahnya. 

 

[3.12] Menimbang bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan, apabila argumentasi 

Pemohon yang didalilkan diikuti oleh Mahkamah, yaitu dengan menyatakan frasa 

“dengan putusan yang menjadi tetap“ yang termuat dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP 

dan frasa “bila putusan menjadi tetap” yang termuat dalam Pasal 76 ayat (2) 

KUHP, serta frasa “putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap“ yang 

termuat dalam Pasal 18 ayat (5) UU 39/1999 bertentangan dengan Pasal 28D 

ayat (1) UUD 1945, maka hal tersebut justru dapat menimbulkan ketidakpastian 

hukum yang adil bagi terdakwa. Sebab, ketika perkara telah diputus dan putusan 

telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap maka apabila terdakwa kemudian 

dilaporkan, ditersangkakan dan diterdakwakan kembali dengan tempus delicti, 

locus delicti, dengan substansi perbuatan pidana yang diduga sama, hal tersebut 

jelas melanggar hak konstitusional setiap orang yang dijamin oleh Pasal 28D ayat 

(1) UUD 1945. 

 
[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di 

atas maka hal yang terjadi pada Pemohon menurut Mahkamah, bukan persoalan 

konstitusionalitas norma yang berkenaan dengan frasa “dengan putusan yang 

menjadi tetap“ yang termuat dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP dan frasa “bila 

putusan menjadi tetap” yang termuat dalam Pasal 76 ayat (2) KUHP, serta frasa 

“putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap“ yang termuat dalam Pasal 

18 ayat (5) UU 39/1999, melainkan jikalaupun hal tersebut benar terjadi 
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tindakan demikian adalah merupakan hal yang berkaitan dengan penerapan 

hukum yang bisa saja terjadi dalam konteks implementasi sebuah norma. 

Pertimbangan Mahkamah a quo, sekaligus untuk menjawab dalil Pemohon yang 

berpendapat tindakan penegak hukum yang menjadikan Pemohon sebagai 

tersangka untuk kedua kalinya dengan substansi perbuatan pidana yang sama, 

baik tempus delicti maupun locus delicti serta pelapor yang sama adalah 

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah dalil yang tidak 

relevan dengan konstitusionalitas norma a quo. 

 
[3.14] Menimbang bahwa terkait dengan dalil Pemohon selebihnya yaitu 

berkaitan dengan frasa a quo memberikan peluang kepada penyidik untuk 

“memutilasi” pasal-pasal yang menjadi dasar pelaporan oleh pelapor dan hal 

tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 63 ayat (1) KUHP, Pasal 64 ayat (1) 

KUHP dan Pasal 65 ayat (2) KUHP, menurut Mahkamah, hal itupun juga tidak 

berkaitan dengan konstitusionalitas frasa “dengan putusan yang menjadi tetap“ 

yang termuat dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP dan frasa “bila putusan menjadi 

tetap” yang termuat dalam Pasal 76 ayat (2) KUHP, serta frasa “putusan 

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap“ yang termuat dalam Pasal 18 ayat (5) 

UU 39/1999. Sebab, jika yang diasumsikan Pemohon tersebut benar, di samping 

hal tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk 

menilainya, juga bila ada pertentangannya dengan norma Pasal 63 ayat (1) KUHP, 

Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 65 ayat (2) KUHP, maka apabila yang didalilkan 

oleh Pemohon dimaksud benar, hal tersebut dapat dilakukan pengujian 

tersendiri sepanjang ditemukan adanya alasan tidak harmonisnya antara 

undang-undang satu dengan yang lainnya dan Pemohon dapat mendalilkan 

adanya pertentangan dengan UUD 1945. 

 
[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut 

Mahkamah, frasa “dengan putusan yang menjadi tetap“ yang termuat dalam 

norma Pasal 76 ayat (1) KUHP dan frasa “bila putusan menjadi tetap” yang 

termuat dalam Pasal 76 ayat (2) KUHP, serta frasa “putusan pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap“ yang termuat dalam Pasal 18 ayat (5) UU 39/1999 

telah ternyata tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan 

hukum sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, 

sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, permohonan 

Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 

 
F. AMAR PUTUSAN 

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 
 

G. PENUTUP 

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak 

ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh 
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kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah 

Konstitusi yang terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi 

setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh 

seluruh organ penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. 

Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 31/PUU-XIX/2021 yang 

menyatakan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya terhadap 

pengujian Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) KUHP serta Pasal 18 ayat (5) UU HAM 

mengandung arti bahwa ketentuan Pasal a quo tidak bertentangan dengan UUD 

NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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